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BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR % TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 37 TAHUN
2014 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

a. bahwa prosentase serapan pupuk bersubsidi di

beberapa kecamatan sangat variatif, sehingga perlu
tambahan beberapa jenis pupuk bersubsidi yang
jenisnya tidak merata di seluruh Kabupaten Klaten ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, serta sesuai dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/
2014 tanggal 27 Nopember 2014 tentang Kebutuhan
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
untuk sektor Pertanian dan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 73 tahun 2014 tanggal 17 Desember
2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian di Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, Surat Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor
525/SR.320/B5.2/7/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang
Optimalisasi Pemanfaatan Alokasi Pupuk Bersubsidi
Tahun 2015, serta Keputusan Kepala Dinas Pertanian



Mengingat

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa
Tengah Nomor : 222/2015 tentang Relokasi
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Jawa Tengah Tahun
2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor
37 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5669 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);



11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai

Barang Dalam Pengawasan;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk  Sektor
Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun
2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Propinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII diubah dengan
Perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 24 Aguslue 201

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 24 AQUStUL 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA S:‘LWALDI
BERITA DAERAH UPATEN KLATEN TAHUN 2014 NOMOR 2/





